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ABSTRACT

Agrarian reform is a strategic program initiated by the Indonesian government
aimed at balancing the structure of land ownership, control, use, and utilization for
the welfare of the people. One of its main pillars is access arrangement, which
focuses on the economic empowerment of agrarian reform beneficiaries. This study
examines the implementation of the institutional arrangement phase within the
access arrangement activities of agrarian reform in Ngampilan Urban Village,
Ngampilan Subdistrict, Yogyakarta City, with a specific focus on its contribution to
achieving Goal 8 of the Sustainable Development Goals (SDGs): Decent Work and
Economic Growth.

Using a qualitative method with a case study approach, this research analyzes the
indicators of decent work and economic growth that have been met following the
implementation of institutional arrangements. Data were collected through in-
depth interviews with key informants from the Yogyakarta City Land Office,
Ngampilan Urban Village Government, the Cooperatives and SMEs Office of the
Special Region of Yogyakarta, the Tourism Office of Yogyakarta City, and MSME
actors who received access through agrarian reform. Field observations and
document studies were also conducted to support the data.

The findings reveal that the implementation of institutional arrangements for
agrarian reform beneficiaries in Ngampilan Urban Village has contributed
positively to the achievement of SDG Goal 8. Nine out of thirteen indicators of
decent work and economic growth have been fulfilled, including adequate income
and productive employment, reasonable working hours, elimination of undesirable
jobs, job stability and security, safe working environments, social dialogue, access
to raw materials (land), labor, and capital. However, four indicators have not been
optimally met: employment opportunities, combining jobs, equal opportunities and
treatment in employment, and comprehensive social protection.

This study concludes that institutional arrangements have successfully improved
the economic quality of the community and strengthened worker protection in
Ngampilan. However, further efforts from local governments and relevant
stakeholders are needed to promote broader job creation, ensure the right to annual
leave, and enhance the inclusiveness of economic growth so that the benefits of
agrarian reform can be distributed more equitably and sustainably among all
members of the community.

Keyword: Decent Work, Institutional Arrangement, Economic Growth, Agrarian
Reform, Sustainable Development Goals (SDGSs)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memiliki peran besar dalam
membangun landasan hukum untuk manajemen sumber daya tanah di seluruh
negara. Ketika hukum agraria nasional dan hukum agraria kolonial berbeda,
kehadiran UUPA mengakhiri dualisme hak atas tanah sebelumnya. Dengan
pengesahan undang-undang ini, Indonesia berusaha untuk menyatukan berbagai
aspek kepemilikan dan pemanfaatan tanah dalam satu kerangka hukum yang
jelas, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Istilah reforma agraria ditemukan dalam pasal penjelasan UUPA, yang
menekankan betapa pentingnya bagi pemilik lahan untuk mengelola lahan
pertanian secara aktif. Konsep ini menekankan bahwa pemilik tanah harus
terlibat secara langsung dalam memanfaatkan lahan mereka untuk mencapai
tingkat produktivitas terbaik. Oleh karena itu, pada awal reforma agraria, upaya
ini terutama ditujukan kepada petani yang tidak memiliki tanah sama sekali atau
yang memiliki lahan dengan luas kurang dari 0,5 hektar.

Era Reformasi menjadi langkah awal pembaruan agraria yang ditujukan
untuk masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kepentingan masyarakat,
Pemerintah mempersiapkan program yang dirancang oleh Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu reforma agraria sebagai
agenda utama yang diamatkan melalui Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001
tentang Pembaruan Agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pelaksanaan Reforma Agraria diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86
Tahun 2018 tentang Reforma Agraria sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor
IX/IMPR/2001. Reforma agraria difokuskan pada pemberian perlindungan
hukum dan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan keadilan dan
pemerataan penguasaan tanah untuk kepentingan masyarakat melalui penataan

aset (asset reform) dan penataan akses (access reform).



Kemudian diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria untuk mempercepat pencapaian tujuan
penyediaan tanah untuk reforma agraria, redistribusi tanah, legalisasi aset tanah
transmigrasi, penyelesaian konflik agraria dan pemberdayaan ekonomi subjek
reforma agraria, strategi pelaksanaan reforma agraria harus berkeadilan,
berkelanjutan, partisipasi, transparan dan akuntabel serta mengikuti
perkembangan dan kebutuhan pembangunan nasional.

Reforma agraria merupakan program strategis yang mempunyai peranan
penting dalam upaya menyeimbangkan struktur penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik agraria dan
memungkinkan perekonomian subyek reforma agraria mencapai perekonomian
yang adil. Pelaksaaan reforma agraria dibagi menjadi dua yaitu penataan aset
merupakan penataan kembali melalui kegiatan redistribusi tanah guna mengatur
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan
keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah. Sedangkan penataan akses
merupakan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan
dengan memberikan dukungan untuk mengembangkan sumber daya sesuai
dengan Petunjuk Teknis Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2024. Kegiatan
Penataan Akses Reforma Agraria sebagai salah satu cara untuk melaksanakan
Reforma Agraria, di mana dilaksanakannya penataan penggunaan dan
pemanfaatan lahan agar lebih produktif dan menciptakan sarana dan prasarana
pendukung yang baik di pedesaan (Riyadi dkk. 2020).

Petunjuk Teknis Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2024
menyebutkan bahwa kegiatan Penataan Akses disebut juga Pemberdayaan
Ekonomi Subjek Reforma Agraria yang dilaksanakan dengan menyediakan
fasilitas program pendukung untuk meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah
dan mendorong inovasi kewirausahaan para subjek reforma agraria dalam
bentuk bantuan langsung dan/atau program serta kerjasama dengan berbagai
pihak secara berkesinambungan, yang diikuti oleh kementerian/lembaga,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta badan usaha.
Kementerian ATR/BPN mendorong masyarakat berpenghasilan rendah, sebagai



penerima manfaat program legalisasi aset, untuk memanfaatkan aset yang
dimilikinya melalui pemberdayaan masyarakat (Riyadi dkk. 2020).

Menurut  Sumodiningrat dalam Habib (2021), secara teoritis
pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan orang-orang
dalam sebuah komunitas yang berkumpul untuk merencanakan dan bertindak
bersama untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai
dengan kemampuan dan sumber daya mereka. Pemberdayaan masyarakat juga
merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang memasukkan nilai-nilai
sosial. Konsep ini menggambarkan paradigma baru pembangunan yang berpusat
pada masyarakat, partisipatif, memberdayakan dan berkelanjutan (Zafar dalam
Rohman, 2019).

Reforma agraria bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
melalui Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini sesuai dengan RPJIMN
IV 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN 2020-2024 dan
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dimana Rencana Strategis Kementerian
ATR/BPN mengadopsi teori paradigma manajemen pertanahan yang di
populerkan oleh Enemark. Jika fungsi-fungsi administrasi pertanahan terpenuhi
akan mewujudkan tata kelola pertanahan yang berkelanjutan (Sutaryono, 2023).
Berdasarkan Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2023,
Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat membuat program Penanganan
Akses Reforma Agraria untuk memberikan kontribusi demi tercapainya Tujuan
Pembagunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGSs).

SDGs merupakan agenda yang diikuti 159 Kepala Negara dengan tujuan
pembangunan yang mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
secara berkelanjutan, pembangunan yang mendorong keberlanjutan kehidupan
sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup dan
pembangunan yang menjamin keadilan dan terselenggaranya tata kelola yang
mampu menopang perbaikan kualitas hidup dari generasi ke generasi menurut

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi (2020). SDGs memiliki 17 tujuan



dan 169 target, dalam penelitian ini berfokus pada salah satunya adalah tujuan
ke-8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam pelaksanaan reforma agraria dilaksanakan melalui Gugus Tugas
Reforma Agraria di pusat hingga daerah menurut Dirjen Penataan Agraria
ATR/BPN dalam (Sopyan dan Sidipurwanty, 2024). Berdasarkan Petunjuk
Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2023, Penataan Akses
Reforma Agraria dilaksanakan melalui 3 fase, yang terdiri dari: a. Kegiatan fase
pertama Penaganan Akses Reforma Agraria; b. Kegiatan fase kedua Penataan
Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria; c. Kegiatan fase ketiga
Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran.

Penataan akses reforma agraria bukan hanya persoalan kepemilikan lahan
saja, namun juga erat kaitannya dengan peningkatan kualitas kerja dan
kesejahteraan masyarakat. Di beberapa daerah, program reforma agraria telah
memungkinkan petani kecil memperoleh akses ke lahan yang lebih luas, yang
kemudian dapat mereka kelola secara produktif. Sebuah penelitian oleh
Setiawan dan Sari (2021) menunjukan bahwa petani yang mendapatkan akses
terhadap lahan melalui reforma agraria menerima peningkatan pendapatan
hingga 30%, yang tidak hanya meningkatkan standar hidup mereka tetapi juga
berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Namun penelitian yang
dilaksanakan oleh Rohman (2019) mendapati bahwa penataan akses di Desa
Tahunan tidak berjalan dengan baik dilihat dari ketidaksesuaian antara teori dan
temuan dilapangan. Oleh karena itu penulis tertarik melaksanakan penelitian
tentang penataan akses yang berfokus pada fase kedua yaitu penataan
kelembagaan penerima akses reforma agraria. Menurut Sutaryono dkk., (2019)
keberhasilan reforma agraria bergantung pada penataan kelembagaan karena
diperlukan sinergi antara stakeholder yang sulit untuk dicapai dan merupakan
tahapan yang harus dilaksanakan dalam program tersebut.

Dalam melaksanakan reforma agraria di Kota Yogyakarta, Kantor
Pertanahan Kota Yogyakarta menjadikan Kelurahan Ngampilan sebagai lokasi
Penataan Akses Reforma Agraria. Kelurahan ini terletak di tengah Kota
Yogyakarta yang juga terkenal sebagai sentral pembuatan bakpia menjadi daya



tarik bagi para wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Melalui industri
kuliner Bakpia yang diproduksi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
yang dimiliki masyarakat setempat diharapkan dapat memberikan pekerjaan
layak dan pertumbuhan ekonomi warga setempat (Prasetya & Utami, 2023).
Hasil assessment data yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan
Kota Yogyakarta terdapat 3 jenis UMKM yang menjadi subjek Penataan Akses
Reforma Agraria di Kelurahan Ngampilan, yaitu ecoprint, rajut dan bakpia.
Berdasarkan laporan akhir Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma
Agraria Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tahun 2024, kegiatan Penataan
Akses Reforma Agraria di Kelurahan Ngampilan telah menyelesaikan fase
kedua yaitu Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria.
Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria menjadi fokus
penting untuk diteliti guna mengidentifikasi apa saja indikator-indikator
pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang terpenuhi pada fase Penataan
Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria di Kelurahan Ngampilan dalam
menuju Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat desa. Oleh karena itu
judul dari penelitian ini adalah “Penataan Akses Reforma Agraria Menuju
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Penataan Kelembaaan

di Kelurahan Ngampilan Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta”.

. Rumusan Masalah

Penataan Akses Reforma Agaria didesain untuk mencapai target
Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam penelitian ini akan befokus
pada Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi yang menurut
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi (2020) bertujuan untuk
meningkatkan nilai tambah ekonomi melalu penguatan kewirausahaan, usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi serta peningkatan lapangan
kerja. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti menentukan rumusan
masalah, yaitu apa saja indikator-indikator pekerjaan layak dan pertumbuhan

ekonomi yang terpenuhi pada fase Penataan Kelembagaan Penerima Akses



Reforma Agraria di Kelurahan Ngampilan, Kemantren Ngampilan, Kota
Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikator-indikator pekerjaan
layak dan pertumbuhan ekonomi yang terpenuhi pada pelaksanaan fase Penataan
Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria di Kelurahan Ngampilan,
Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.

. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam

bidang agraria, khususnya dalam pentingnya Penataan Kelembagaan dalam

memenuhi indikator-indikator pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
menuju  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable

Development Goals (SDGSs).

b. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang
Reforma Agraria dan mempunyai kesempatan untuk mengetahui lebih
jauh kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam melaksanakan
Penataan Kelembagaan pada kegiatan Reforma Agraria.

2. Bagi instansi terkait seperti Pemerintah Kota Yogyakarta, Kemantren
Ngampilan, Kelurahan Ngampilan dan para pelaku usaha, hasil
penelitian ini dapat memperkaya data dan informasi kondisi fisik,
sosial, ekonomi dan lahan masyarakat di wilayah tersebut, sehingga
dapat dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam pengambilan
kebijakan, penyusunan rencana usaha dan pembangunan serta
menjelaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat

untuk mencapai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.



3. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), hasil penelitian ini
dapat dijadikan acuan ilmu pengetahuan dalam Reforma Agraria
menuju Sustainable Development Goals (SDGS).

4. Bagi masyarakat, peneliti mempunyai harapan yang tinggi agar hasil
penelitian ini dapat menyumbangkan pengetahuan, pemikiran dan
tindakan nyata untuk mencapai pekerjaan layak dan pertumbuhan

ekonomi.

E. Batasan Penelitian
Ada beberapa tahap dalam reforma agraria, yaitu penanganan akses
reforma agraria, penataan kelembagaan penerima akses reforma agraria,
pengembangan usaha dan fasilitasi akses pemasaran. Penelitian ini akan secara
khusus meneliti tahap penataan kelembagaan menuju Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TBP)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan Ke-8,

yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penataan Kelembagaan penerima akses reforma agraria sudah

berjalan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/ Sustainable

Development Goals (SDGs) dinilai dengan terpenuhinya sepuluh (10)

indikator pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

2. Indikator-indikator pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang

terpenuhi di fase penataan kelembagaan adalah sebagai berikut.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Pendapatan yang cukup dan pekerjaan yang produktif
Jam kerja yang layak

Pekerjaan yang harus dihapuskan

Stabilitas dan jaminan pekerjaan

Lingkungan yang aman

Dialog sosial

Land (bahan mentah)

Labor (tenaga kerja)

Capital (modal)

Sedangkan indikator yang tidak terpenuhi dalam kegiatan penataan

kelembagaan penerima akses reforma agraria yaitu:

1)
2)
3)

Kesempatan kerja
Menggabungkan pekerjaan

Kesempatan dan perlakuan yang setara dalam pekerjaan

4) Jaminan sosial

Secara keseluruhan, penataan kelembagaan di Kelurahan Ngampilan telah

berhasil

meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, memperkuat

perlindungan dan hak-hak pekerja, serta mendorong terciptanya lingkungan

kerja yang lebih layak dan pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, masih

diperlukan upaya lanjutan untuk memperluas penciptaan lapangan Kkerja,

115



memastikan hak cuti tahunan dan meningkatkan inklusivitas pertumbuhan
ekonomi agar manfaat reforma agraria dapat dirasakan secara merata dan

berkelanjutan oleh seluruh masyarakat Ngampilan.

B. Saran

1. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan harus lebih mendorong
pengembangan sektor usaha di Kelurahan Ngampilan. Peningkatan
kapasitas UMKM dapat memberikan lebih banyak pengembangan
jaringan pemasaran, memberikan akses ke sehingga tingkat produksi
semakin meningkat yang mengakibatkan kebutuhan tenaga Kkerja,
kesempatan cuti, perlakuan yang adil dan jaminan sosial.

2. Dengan terlaksananya secara menyeluruh fase-fase penataan akses
reforma agraria di Kelurahan Ngampilan dapat semakin efektif dalam
mewujudkan pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
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